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PERATURAN DAERAH KABUPATENPULAU TALIABU

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU TALIABU,

T a. bahwa beradasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten;

. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

. bahwa berdasarkah pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Pulau Taliabu tentang Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan.

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan

Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 156, Tambahan LemBaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2 104);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209); ' | '
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa {Lembaran Negara Republik Indbnesia
Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubaha dengan
Undang—Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3987);

,

A



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
27, Tambahan Lémbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189); .

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

. Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

‘10.

11.

~ Peraturan Peﬁindang—lindangan (Lembaran Negara Republik

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang;Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Républik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

.. Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

12.

‘Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan

‘Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5399);




13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
- Daerah sebagaim‘éha telah diubah beberapa kali terakhir dengan
v Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); '
14. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 tentang
| Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
'15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
. Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
{ Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
) . . Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU
: Dan
BUPATI PULAU TALIABU

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG
= - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

‘ _ | Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Taliabu; ,
2. Pemerintahz Daerah adalah Bupati Pulau Taliabu beserta perangkat Daerah
| Otonom sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Taliabu;
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-udangan Daerah yang dibentuk
oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanJutnya
| disingkat BPPKAD Adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seianjlitnya disebut pajak
adalah pajak atas peroléhan hak atas tanah dan /atau bangunan;




7. Perolehan Hak atas Tanah dan/ dtau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa

hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan
oleh orang pribadi atau badan;

8. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak

pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam

undang—undang bidang pertanahan dan bangunan;

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang; melakukan usaha maupun yang tidék melakukan usaha yang
meliputi pé,rSeroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha mlhk negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, |

persekutua:n, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan

lainnya;

.10 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

‘undangan' perpajakan daerah,;

11. Surat Setoran Pajak Daerah, yéng seianjutnya disingkat SSPD, adalah bukti

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah

. pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,

besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

13. Surat Ketétapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT,' adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

14. Surat KetQtapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan juﬁmlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak;

15. Surat Ketetapan Paj'ak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

'SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayai"an pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
terutaﬁg dtau seharusnya tidak terutang;
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23.

17.

18.

19.

-Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
20.

16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat

~untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga

dan/atau denda

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat kepufusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pa_]ak Daerah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;

Surat Keputusan Keberatan adalah suraé’._ keputusan atas keberatan terhadap
Surat Pembeﬁtahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Leb1h Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang- dlajukan oleh Wajlb Pajak;

Putusan Bandmg adalah putusan badan peradﬂan pajak atas bandmg terhadap

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau
penanggung pajak terhadap sudtu keputusan yang dapat diajukan banding,

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau

penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap
keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-

undangan; =

.Pemeriksaaifl '?dalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan,? dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujil kepatuhan pemenuhan
kewa_]lba_n perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang—undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah;

Penyidikan ftindak pidaha di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah
'erangkaian'v tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak p1dana di

‘bidang perpaJakan daerah dan retribusi yang terjadl serta menemukan

tersangkanya




BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
Dengan namaBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunandipungut pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Pasal 3
(1) Objek pa_]ak adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) me11put1
a. pemindahan hak karena:
1) jual beli;
2) tukar menukar;
‘ 3) hibah;
- 4) hibah wasiat;
. 5) waris;
0) pemas'ukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
- 7) permsahan hak yang mengakibatkan perahhan
. 8) penunjukan pembeli dalam lelang; -
9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunya1 kekuatan hukum tetap;
10) penggabungan usaha
o 11) peleburan usaha;
12) pemekaran usaha; atau
13) hadiah.
b. pemberiai_i hak baru karena:
1) kelanjﬁtah pelepasan hak; atau
. 2) di luar pelepasan hak
(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak gl,'lnaz bangunan;
d. hak pakai; -
€. | hak m111k at'aS satuan rumah suéun; dan
f. hak pengelolaan
(4) ObJek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah obJek pa_]ak yang d1peroleh
a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal
balik;
b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan

pembangunan guna kepentingan umum,;




C.

€.
f?

badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan
Peraturan Menterl Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau
melakuk_an kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan
organisasi tersebut; |

orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum
lain dengan tidak adanya perubahan nama;

orang pribédi atau Badan karena wakaf; dan

orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 4

(1) SubJek pajak adalah orang pnbadl atau Badan yang memperoleh Hak atas
Tanah dan /i atau Bangunan.

(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah

a.
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dan/atau Bangunan.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
(1) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:

jual beli adalah harga transaksi;

tukar menu.kar adalah nilai pasar;

hibah adalah nilai pasar;

hibah Wa31at adalah nilai pasar

waris adalah nilai pasar,

pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

.peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
- kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

pembenan hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah
nilai pasar; ‘

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
penggabungan usaha adalah nilai pasar;

. peleburari usaha adalah nilai pésar;
. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

penunjukari pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum

dalam risalah lelang.




(2) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
sampa1 dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang
dlgunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya
perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan
Banguné.n;

(3) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) belum ditetapkan pada saat terlitangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan

- Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan
Bangunan; -

(4) Surat Keterangan NJOP Pajak Buimi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) adalah bersifat sementara;

(5) Surat Keteréligan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapét diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yéng berwenang
di kabupatén /Kkota yang bersangkutan;

v) Besarnya N11a1 Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;

(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak

 karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas
atau satu deraJat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami i/istri,
d1tetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta ruplah)

Pasal 6
(1) Tarif pajak d1tetapkan sebesar 5 % (lima persen),
(2) Tariff pa_]akjdl tetapkan dengan peratuan daerah.

. ' ' ' Pasal 7
Besaran pokok pajak yang terutang dihitﬁng dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena PaJak sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 5 ayat (7).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

_ Pasal 8
Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan
berada. '
_ BABV
SAAT PAJAK TERUTANG

. Pasal 9
(1) Saat terutangnya pajak ditetapkan untuk:




)
@

(1)

(2)

a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;.
c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
e. waris adalah sejak tanggal .yang bersangkutan mendaftarkan peralihan
haknya ke kantor bidang pertanahan;
f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal
dibuat dan ditandatanganinya akta;
g pemisahan hak yang mengaklbatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat
dan d1tandatangan1nya akta;
h. putusan haklm adalah sejak tanggal putusan pangadilan yang mempunyai
kekuatanghukum yang tetap;
i. per’nberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjuta.n dari pelepasan hak adalah
sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya
surat kepﬁtusan pemberian hak;
k. penggabuhgan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta; : '
1. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan d1tandatangan1nya akta;
n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
0. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang. -
Pa_]ak yang - terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak

sebagalmana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN BAGI PEJABAT

Pasal 10
Pejabat Peinbuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta
Vpemlndahan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan setelah Wajib Pajak
menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD;
Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat
menandatangam risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan
setelah Wa_]lb Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD;
Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas
Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib PaJak
menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
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(3)

(1)
(2)

(3)

Pasal 11
(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi

pelayanan - lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagalrnana

dlmaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notans dan kepala kantor yang membidangi
pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa
denda sebesar Rp7.500.000,00 (fujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap
pelanggaran'

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi
pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi admlms.tratlf berupa denda sebesar
Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan;

Kepala kar@tor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. ‘

BAB VII
PENETAPAN TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENELITIAN
Pasal 13 ‘
Wajib PaJak wajib membayar pa_]ak yang terutang dengan tldak mendasarkan
pada adanya SKPD;
Pembayaran pajak sebagaunana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan SSPD;
SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTPD;
SSPD sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala
Daerah ataﬁ Pejabat yang ditunjuk sebagai bahanuntuk dilakukan penelitian.

Pasal 14
Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sékaliéus atau lunas;
Pembayarari pajak yang teruténg dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; |
Ketentuan lébih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan
penyampalan SSPD serta penelitian SSPD sebagaimana d1maksud dalam Pasal
13 ayat (2) dan ayat (4) d1tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.




Pasal 15

(1) Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala

(2)

(3)

(1)

(3)

(1)

Daerah dapat menerbitkan:

a. SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaart ataﬁ keterangan lain, pajak

| yang tefutang tidak atau kurang dibayar;

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum
terungkép yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang

~ setelah d_iterbitkannya SKPDKB; _

c. SKPDN fjika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. |

Jumlah kékurangan pajak yang' terutang dalam SKPDKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar

untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dihitung sejak saat

‘terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB;

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII
PENAGIHAN

Pasal 16
Kepala Daefah dapat menerbitkan STPD apabila:
a. pajak yailg terutang tidak atau kurang dibayar; _
b. dari haSﬂ pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai

akibat salah tulis dan / atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas)
bulan sejak saat terutangnya pajak;
Ketentuan lebih lanjut mengenai-"bentuk isi, dan tata cara penyampaian STPD
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.

Pasal 17
SKPDKB, SKPDKBT STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;




(1)

(2)

(2) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat
Paksa;

Penag1han pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku. "

BAB IX
PENGURANGAN
_ Pasal 18
Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan
pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karena:
a. kondisi ‘tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak,
 atau; |
b. kOl‘ldlSl tertentu Wajib PaJak yang ada hubungannya dengan sebab aklbat
tertentu atau;
c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau
pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai. pemberian pengurangan pajak yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.

BAB X
KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

Bagian Pertama
Keberatan
. Pasal 19
Wajib Pajak dapat merigajukén keberatan. hanya kepada Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk atas suatu:

a. SKPDKB;

(2)

(3)

b. SKPDKBT;

¢. SKPDLB;.

d. SKPDN. |
Keberatan ° 'diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia' dengan
mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhltungan Wajib Pajak
disertai alasan-alasan yang jelas;

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di

luar kekuasaannya




(4) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan wajib melunasi pajak yang masih

(5)

(6)

(1)

(3)

harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam
pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan;
Keberatan : yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan;

Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos
tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi
kepentingan Wajib Pajak;

Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan secara
tertulis hal{hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Pasal 20
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keuputusan atas keberatan
yang dlajukan
Sebelum surat keputusan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) diterbitkan,
Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis;
Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebaglan menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;
Apabila jangka waktu sebagalmana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan,- keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 21
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan bandmg hanya kepada Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengena1 keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah; :
Permohonaﬁ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan se_]ak keputusan di terima dllamplrkan salinan dari surat putusan
keberatan tersebut
Pengajuan permohonan bandmg menangguhkan kewajiban membayar pajak

sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbltan Putusan Bandmg

Pasal 22




Apabila pengaj_uan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak atas jumlah yang telah dibayarkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dikembalikan dengan ditambah

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (duapuluh
empat) bulan.

Bagian Ketiga
Gugatan
Pasal 23

(1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan
Pajak;

(2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan
pajak adalah 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penagihan;

(3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan lain selain
gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tigapuluh) hari sejak

: . . ‘ tanggal diterima keputusan yang digugat;

(4) Jangka waktu dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila
jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi. karena keadaan di luar
kekuasaan penggugat; '

(5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 14
(empatbelas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan
penggugat; - |

(6) Terhadap 1. (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1
(satu) Suraf Gugatan. ' ’

_ Pasal 24 .
? .al—hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan banding dan gugatan, sepanjang
: tidak diatur lain dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB X1
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

_ Pasal 25
(1) Atas permohohan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat- kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah;
(2) Kepala Daerah dapat:




a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan

b. m’engurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN
atau SKPDLB yang tidak benar.

(3) Ketentuan 1ebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan

K}

(2)

(3)

(5)

sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 26

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
f)engembalian kepada Kepala Daerah;
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 {(duabelas) bulan sejak
diterimahyq permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
Kepala Daefah setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan:
a. SKPDLB: apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada

| ~ jumlah pa_]ak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak

seharusnya terutang,
b. SKPDN, apabﬂa Jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumiah pajak yang
teruta.ng ’

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala
Daerah tidak memberikan‘ keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dianggap d1kabu1kan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
waktu pallng lama 1 (satu) bulan; : '
Apabila Wajib PaJak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
Pengembahan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB; o
Apabila pengembahan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat
memberikaril ‘imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.




(2)

(3)

(3)

(4)

(5)

. Pasal 27

(1) Pei‘moho:_nan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara

tertulis kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya dengan menyebutkan:

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. masa p'ajék;' |

c. besarhya kelebihan pembayaran pajak;

d. alasan yang jelas.

Perrhohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara
langsung atau melalui pos tercatat;

Bukti penenmaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

_ Pasal 28
Atas pengajuan kebératan dan permohonan pengembalian kelebihan
p_embayaraﬁ pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan
pemeriksaan;

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan kantor

dan/atau pemeriksaan lapangan.

BAB XIII
KEDALUWARSA

. Pasal 29 |
Hak untﬁk melakukan penagihan pajak, menjadi kadaluwarsa setelah

_melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,

kecuali apabﬂa wajib pajak melakukan tindak pidana di bldang perpajakan
Daerah;

Kadaluwarsa penagihan pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila: - | - |

a. d1terb1tké.n Surat Teguran dan Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak
langsung

Dalam hal d1terbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaiména dimaksud

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung seJak tanggal

.penyampalan Surat Paksa tersebut;

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b édalah Wajib Pajak- dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayarari dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.




Pasal 30

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Bupati mé;netapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah

kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara pengahapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa diatur dengan

(1)

(2)

@

(S)

Peraturan Bupati.

" BAB X1V
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 31
Setlap PeJabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan
atau pekeﬁaannya untuk menjalankan ketentﬁan peraturan perundang-
undangan pei’pajakan Daerah; |
Larangan sébagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga
ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
Dikecualikain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah: _ _ :
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan; |

b. Pejabat dan tenaga ahli yang membenkan keterangan kepada plhak lain yang

dltetapkan oleh Kepala Daerah.
fJntuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis
kepada Pejabat sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya membenkan keterangan,
memperhhatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang
ditunjuk; '
Untuk kepen’ungan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pldana atau

perdata atas .permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan

- Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk

(6)

meminta kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimané :dimaksud',pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan
bukti tertuﬁs dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya;

Permintaa.ng hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan

nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta

kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan

keterangan yang diminta tersebut.




(1)

K

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
Wajib PaJak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi
dengan tlda_.k benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak

benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2'(dua)

kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi
dengan tidak Penar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
i)enjara pa]ing lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat)
kali _]umlah pa_]ak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

Tindak pldana sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan(2) adalah pelanggaran.

Pasal 33

Tindak p1dana d1 b1dang perpajakan Daerah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaul jangka waktu 5 (lima) tahun

seJak saat terutangnya pajak.

(1)

: Pasal 34
Pejabat atau- tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena
kealpaannyé ‘tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal- sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana
kurungan pahng lama 1 (satu) tahun atau denda pahng banyak Rp.
4.000.000, 00 (empat juta rupiah);
Pejabat atau tenaga ahli yang dltun_]uk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja
tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
tuntutan terhadap tindak pldana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) hanya dllakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar;

Tuntutan p1dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai

-dengan 31fatnya adalah menyangkut kepentingan pnbad1 seseorang atau Badan

selaku Wa_]lb Pajak, karena itu d1_]ad1kan tindak pidana pengaduan

Pasal 35

Denda sebagaifnana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)

merupakan penerimaan Negara.




BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 36

(1) PeJabat Pegawa1 Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

di bidang perpa_]akan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana;

Peny1d1k sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri

sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Wewenang penyidik sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menenma, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laiooran
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

. atau badan tentang kebenaran pérbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tiridak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memerlksa' buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain
berkenaah dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dbkumeﬁ—dokumen lain, serta 'melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut; . |

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

 tindak pidana di bidang perpajakan Daerah: |

g. menyuruﬁ berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang d1bawa sebagalmana dimaksud pada
hurufe; - '

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak . pidana perpajakan
Daerah;

i, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

] menghenﬁkah penyidikan;

k. melakukén tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana d1 b1dang perpajakan Daerah sessuai ketentuan peraturan perundang-

undangan




(3) Penyidik sebagalmana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daelfah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oréng dapat mengetahuinya, memerintahkan péngundangan Peraturan

Daerah ini déngan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenPulau
Taliabu. :

Dltetag\an di Bobong
f%ﬁé tahg¥al 25 Juni 2018
W, TALIABU,

@ | - Ci’\))
o : '\;\i’i’/‘///
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pada tanggal 25 Juni 2018
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU
' NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

UMUM | . ‘
Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi
Daerah dalam rangka penyélenggaraan’ pemerintahan dan pembangunan Daerah.
Untuk itu, sejélan dengan tujuan otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal
dari Pajak Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini
: dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah
khususnya dalam hal peyediaan pelayanan kepada masayarakat dapat semakin
' .neningkat.
© Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten/Kota sesuai
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
adalah Bea Pefolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sesuai ketentuan Pasal 95
ayat (l)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebui, pemungutan Pajak Daerah
harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut,
penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemenntah Daerah
KabupatenPulau Taliabu dapat memungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selaijutnya, délam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai
objek, subjek, _dasar pengenaan dan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
angunan. Di $amping itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi
pemungutannyé | '
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan d1pungut dengan menggunakan
sistem dimana Wajib PaJak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar
sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD dan melaporkannya tanpa
mendasarkan -kepada SKPD.
Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, di samping berpedoman pada peraturan
perundang—undangan di bidang perpajakan Daerah, juga diperhatikan, diacu dan
dikaitkan dengan ‘peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:
1. Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indpnes1a Nomor 3209);




2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpa_]akan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang—Undang No. 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);

. Undang—Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubaha
dengan Undang—Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000,
Nomor 129, ETambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Repu;blik Indonesia Nomor 4189); |

.ASAL DEMI PASAL
Pasal 1

. Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) : .
Cukup jelas
Ayat (2) -
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas
Angka 2)
Cukup jelas
Angka 3)
o Cukup jelas
: Angka 4)
Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus
mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan
! , kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang
_ berlaku setelah pemberi hibah wasiat menlnggal dunia.
" Angka s) |
| ’ Cukup jelas
;Angka 6)




Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau
badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah

dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada

~ Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai
penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan g
hukum. lainﬁya tersebut.

Angka 7) .

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah
pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau
bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama

. pemegang hak bersama.

= Angka 8)
Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan
pefnenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang
tercantum dalam Risalah Lelang. '

Angka 9)

Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang 'télah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan
hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah
satu pihak Eepada pihak yang ditentukan dalam putusan
hakim tersebut. |

Angka 10) '

Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan
usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan
berdirinya salah Satu badan usaha dan melikuidasi badan
usaha lainnyai yang menggabung.

Angka 11) ; ‘

Peleburan usaha adalah penggabungan dan dua atau lebih
badan usaha dengan cara mendirikan :bédan usaha baru
dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung
tersebut.

Angka 12)

' Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha
menjadi dua badan wusaha atau lebih dengan cara
mendirikan badan usaha baru dan mei‘igalihkan sebagian
aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang
dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13) |




Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan
hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh
- orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadlah.
Huruf b '
" Angka 1) |
Yang dimai<sud dengan pemberian hak ‘baru karena
kelanjutan 'pelepasan hak adalah pemberian hak baru
kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas
tanah yang berasal dari pelepasan hak.
Angka 2)
Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar
pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah
kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau
_ dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-
. | ﬁ un_danga_n yang berlaku. '
Ayat (3) @
Huruf a
- Hak m111k adalah _hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh
3 ~yang dapat dipurfyai orang pribadi atau badan-badan hukum
- tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Huruf b
" Hak guna usaha adalah hak untuk mengusa.hakan tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana
yang ditentukan oleh perundang—undangan yang berlaku.
Huruf ¢
. | Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
- mempunyai bangunan-bangunan - atas - tanah yang bukan
miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
- Pokok-pokok Agraria.
Huruf d
- Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut
- hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang
- - ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang
berwenang memberikannyaatau dalam
| perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-
menyewa atau perjanjian pengolahan 'tanah, segala sesuatu
sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan

pemndang-undangan yang berlaku.

|
|
1 .




Huruf e

Huruf £

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas

- satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah.Hak milik atas

satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama,

- benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang |
bersangkutan.

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara 'yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada
pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan
dan penggunaan tanah, pénggunaan tanah untuk keperluan
pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah
tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan
pihak ketiga.

Ayat (4)
Hurufa
. 'Cukup jelas
Huruf b
| Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang
digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk
2 - pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah
tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk
penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun
oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak
ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau
bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah
sakit pemerintah, jalan urhum.
Hufuf C
Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud
dalam -pasal ini 'adalah badan atau perwakilan organisasi
~ internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah.
Huruf d

Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari

hak lama menjadi hak baru menurut Undang—undang Pokok

.~ Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemermtah
Contoh:

1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya
perubahan nama;
2. Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik atau




sejenisnya) menjadi hak baru.

- Yang dimaksud * dengan perbuatan hukum lain misalnya
memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama.
Contoh :

- Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanakan

- baik sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.

Huruf e . .

- . Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi
- atau badan yang memisahkan sebagian .dari harta kekayaannya
' yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan
melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan
peribadatan -atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan
. apapun. |
Hliruf f '
. - Cukup jelas
Pasal4d
 Cukupjelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) -
Hufuf a _
. Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi

-dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Hufuf b '

. Cukup jelas

'  Hurufc |

Cukup jelas
Hurufd
Cukup jelas
Huruf e _
. Cukup jelas
 Huruff
Cukup jeias.
Huruf g
' Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i

Cukup jelas




Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
~ Cukup jelas
Huruf1
Cukup jelas -
‘H'u_ruf m
A Cukup jelas
Huru.f n
- Cukup jelas
Huruf o

- Cukup jelas

Ayat (3) =

Contoh:

Ayat (4),
Ayat (5) -

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7) - -

Cukup jelas

Ayat (8) .

Cukup jelas

Pasal 6 _
Cukup jelas
Pasal 7 '

Cukup jelas -

Pasal 8

Cukup jelas
Pasél o

Ayat (1),

Cu_kup jelas

Cuklip jelas

Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan
Objek Pajak (harga .tranéaksi) Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tersebut ‘yang
digﬁnakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar
Rp: 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), maka yang dipakai
sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan bukan Rp.
30.000.000,00 (

tiga puluh juta rupiah).




Huruf a

' Yang  dimaksud dengan sejak  tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta dalam pasal ini adalah tanggal dibuat
dan ditandatanginya akta pemindahan hak di hadapan Pejabat

© Pembuat Akta Tanah/Notaris. '

Hurufb _

| Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Hurufd
Cukup jelas

‘Hu'ruf e

~ Cukup jelas

Huruf

. - Cukup jelas

Huruf g

. Yang dimaksud dengan séjak tanggal penunjukan pemenang

lelang adalah tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang oleh
; Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor lelang lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
memuat antara lain nama pemenang lelang.

Huruf h

' Cukup jelas
_ Huruf i
| . Cukupjelas

. | Huruf j

| Cukup jelas

Hurufk

| Cukupjelas

Huruf 1

3 'Cukup jelas

Hui'uf m

- Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas

Huruf o

- Cukup jelas
Ayat(2) = |

Cukup jelas

Pasal 10 :




Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) -

Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang

yang ditandatangani oleh kepala kantor yang membidangi pelayanan
lelang negara.

~ Ayat (3) - g
| Cukup jelas
Pasal 11 |
Ayat (1) .
Cohtoh : _
Seinua peralihan hak pada bulan Januari 1998 oleh Pejabat yang

bersangkutan harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan -

Februari 1998 kepada Direktorat Jenderal Pajak.

. Ayat (2).

| ‘Cukup jelas
Pasal 12 :
~ Ayat (1)
Cukup jelas
" Ayat (2)
Cukﬁp jelas
Ayat (3) -
Pefaturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal ini, antara
laiﬁ, peraturan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil.
Pasél 13 .

Sistem pemungutan pajak ini adalah self assessment dimana Wajib Pajak
diberi 'képercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang
terutang - - dengan rﬁenggunakan SSPD dan - melaporkannya tanpa
mendasarkan kepada SKPD.
. Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ketentuén ini dimaksudkan untuk,
" antara lain, memastikan bahwa pajak telah dibayar/disetor ke kas daerah,
dasar pengenaan yang digunakan sudah benar, PBB atas objek pajak sudah
_ lunas atau tidak ada tunggakan
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15 :




Pasal ini mengatur tentang penerbltan surat ketetapan pajak atas pajak yang
dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib
Pa_]ak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SSPD
‘atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib
Pajak.

Ayat(1)

A Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk

dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap

kasus—kasus tertentu seperti tersebut pada ayat ini, dengan perkataan °

laln hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau

berdasarkan hasil pemerlksaan tidak memenuhi kewapban formal dan

atau kewajiban materlal

Contoh:

1. fSeorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SSPD pada tahun 'pajak
2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, maka dalam

jangka waktu paling lama 5 (lima) 'tahun Kepala Daerah dapat
fnenerbitkan Surat Ketetapan Pajak"'-Daerah Kurang Bayar atas pajak
yang terutang. : »

'2.. ;Seorang Wajib Pajak menyampaikan SSPD pada tahun pajak 2009.
Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil
fpemeriksaan Surat Pefnberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan
t1dak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut,
Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
:Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administras_i. _

3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Contoh 2 yang telah
dlterbltkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila
dalam Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang
terutang d1temukan data baru dan atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang, maka Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan
| Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. _

4. -Wa_ub Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata

- jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka
Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil.
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas




Angka 2)
Cukup jelas
Angka 3) ’
Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan
adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan
oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang
| dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Huruf b '
" Cukup jelas
Hliruf c
- Cukup jelas
Ayat (2)
Ajat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi
kewajiban pefpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi
bei‘upa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh
empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi
administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak
safnpai dengan diterbitkannya SKPDKB.
Ayat (3) .
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan
ditemukannya data barﬁ dan atau data yang semula belum terungkap
‘yar:1g berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang
bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
Sahksi administrasi ini tidak dikenakan ' apabila Wajib Pajak
mélaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
Ayat (4) |
Cukup jelas
Ayat (5) -




Pasal 16

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib
Pa_]ak tidak mengisi Surat Pemberltahuan Pajak Daerah yang
seharusnya d11akukannya, maka dikenakan sanksi admlmstra31 berupa
kehaikan pajak sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari pokok pajak
yahg terutang. Dalam kasus ini, maka Kepala Daerah menetapkan
pajék yang terutang secara jabatan melalui penerbitan Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar. Selain sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari pokok pajak yang
terutang juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%

(dué. persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat

.dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan.

Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya

paJak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar.

Ayat (1)
Huruf a
" Cukup jelas
Hurufb |

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah pemeriksaan

kantor

-Huruf c

Sanksi adm1n1stras1 berupa bunga dikenakan kepada Wapb Pajak
yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang,
sedangkan sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena
tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya, tidak atau
terlambat menyampaikan SSPD.

Ayat(2) -

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas

ST?D yang diterbitkan karena:

a. :pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar'

b. pemerlksaan SSPD yang menghasﬂkan pajak kurang dibayar karena
terdapat salah tulis dan atau salah hitung.

Contoh

1 PaJak yang terutang t1dak atau kurang dibayar.
jDan perolehan tanah dan bangunan pada tanggal 21 September
2009, Wajib Pajak “A” terutang pajak sebesar Rp. 5.000.000,00.
Pada saat terjadinya perolehan tersebut, pajak dibayar sebesar Rp.




54.000.000,00. Atas kekurangan pajak tersebut diterbitkan STPD

{Ata'.nggal 23 Desember 2009 dengan penghitungan sebagai berikut

Kekurangan bayar

Rp.1.000.000,00

---------------------------------------------------------------------

‘Bunga = 4 x 2% x Rp1.000.000,00 = Rp. 80.000,00
et e aeaa s (+)

Rp. 1.080.000,00

-------------------------------------

- Hasil pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

. -Bangunan.

;Wajib Pajak “B” memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 18

Juni 2009. Berdasarkan pemeriksaan SSPD yang disampaikan

Wajib Pajak “B”, ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan

pajak kurang dibayar sebesar Rp. 1.500.000,00. Atas kekurangan
. pajak tersebut diterbitkan STPD pada tanggal 23 September 2009 |

~dengan penghitungan sebagai berikut:

:Kekurangan bayar
: Rp. 1.500.000,00
‘Bunga = 4 x 2% x Rp1.500.000,00 = . ' - Rp. 120.000,00
e eeerrerens e, | . (+)
fJumlah yang harus dibayar dalam STPD ' Rp. 1.620.000,0
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Kepufusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan sarana

administrasi bagi Kepala Daerah untuk melakukan penagihan pajak.
Ayat (2) -
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Hu

ruf a




Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan
Objek Pajak, contoh:

1.

2.

Huruf b

Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh
hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan;

Wajib Pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke

bawah.

Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab
- tertentu, contoh:

1.

Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui
pembelian. dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti
ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;

. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai

pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk

kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;

. Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter

yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional
sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha

dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan

pemerintah.

Huruf c
Contoh: .
Tanah dan/atau bangunan yang digunakan, antara lain, untuk
. panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren,
: sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan,
Ayat (2) '
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak
dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat

mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan surat

ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari

ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut

perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak

dan satu tahun pajak.

Huruf a

‘Cukup jelas




Hﬁruf b
‘Cukup jelas

Hliruf C

Cukup jelas
Hufuf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”alasan-alasan yang jelas” adalah
méngemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang

tefutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak
benar '

. Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan ”"keadaan di luar kekuasaannya” adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak,

mlsalnya, karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana
alam

Ayat (4) -

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi
Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebuh dahulu sejumlah
kewajiban perpa_]akannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat
. pembahasan akhir hasil, pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus
dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Ketentuan diperlukan .agar Wajib Pajak tidak menghindar dari
kewaj1ban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih

menga_]ukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya
perieﬁmaan Daerah. '

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sangat diperlukan untuk
' mefnénuhi ketentuan formal.Diterima atau tidaknya hak mengajukan
Surat Keberatan dimaksud, tergantung dipenuhinya ketentuan batas
waktu sebaga1mana dimaksud pada ayat (3), yang dihitung mulai
d1terb1tkannya surat ketetapan pajak sampai saat diterimanya Surat
Keberatan tersebut oleh Kepala Daerah.

Tanda bukti penerimaan tersebut oleh Wajib PaJak dapat juga
digunakan sebagai alat kontrol baginya untuk mengetahui sampai
kapan batas waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) berakhir.




Ta'nda bukti penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa
keberatannya dikabulkan, apabila dalam Jangka waktu tersebut Wajib

Pajak tidak menerima surat keputusan dari Kepala Daerah atas Surat

Keberatan yang diajukan.
Ayat (7)
 Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
‘ Dalam keputusan keberatan tidak tertutup kemungkinan utang
pa_yaknya bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan |
6 ‘ lairfi karena ada data baru yang tadinya belum terungkap atau belum
) dllaporkan '
Ayat 4) .
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib
adm1n1stras1, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam Jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima
Pasal 21 :
Cukup Jelas
Pasal 22 |
i Cukup Jelas
Pasal 23
* Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) '
Cukup jelas
Ayat (3) -
 Cukup jelas
.Ayat (4) |
Dalam hal batas waktu tldak dapat dipenuhi oleh penggugat karena
keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), maka jangka waktu
’ dlmaksud dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang.
_ Ayat (5)

Cuk’up jelas
Ayat (6) -




Cukup jelas

Pasal 24

C.ukup jelas

Pasal 25 :
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ©

Humf a

Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administras; yang
dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian
petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak
bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal

demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan

kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau
dikurangkan oleh Kepala Daerah.

Huruf b

Ayat (3) ‘

Kepala Daerah karena jabatannya, dan berlandaskan unsur

keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan

.pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak

pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan

formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya)

mesk1pun persyaratan material terpenuhi.

: » Cukup jelas
Pasal 26
@ warqy
Cukup jelas
Ayat (2)

Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan
pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

1 Ayat (3)

Cukup, jelas.

Ayat (4)

Ayat ini memberikan kepastian hukum baik kepada Wajib 'Pajak
maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi perpajakan.Oleh

karena itu, permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan

oleh Wajib Pa_]ak harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas




Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)

!

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak
d1terb1tkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran

kelebihan.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
| Cukup Jelas
Pasal 29
 Ayat (1)
Saé.t kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi
kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lé.gi.
Ayat (2)
Huruf a
 Dalam hal d1terb1tkan Surat Teguran dan Surat Paksa,
kedaluwarsa penaglhan dihitung sejak tanggal penyampaian
. Surat Paksa tersebut. |
Huruf b
Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
'mempunyal utang pajak dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.
'; . _ - Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung
adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung
3 -menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada
| Pemerintah Daerah.
Contoh ) .
. = Wajib Pa_]ak mengajukan permohonan angsuran/ penundaan
' pembayaran; _
g —. Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.
Pasal 30 |
| Ayat (1)

i Setlap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan
tugas di bidang perpajakan Daerah dilarang mengungkapkan

kerahasman Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan
Daerah antara lain:




a.f Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain- lain yang
| dilaporkan oleh Wajib Pajak;
b -data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
c.. dokumen dan/ atau data yang diperoleh dari pihak Kketiga yang
| bersifat rahasia;
d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Ayat (2) '

‘Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan sebagainya
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan
Undang—Undang perpajakan Daerah, adalah sama dengan petugas
paJak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib
PaJak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3) : _

. Yang dimaksud dengan pihak lain, antara lain, adalah lembaga negara
atau' instansi pemerintah Daerah yang berwenang melakukan
pemenksaan di bidang keuangan Daerah. Dalam pengertian keterangan
yang dapat diberitahukan, antara lain, identitas Wajib Pajak dan

mformas1 yang bersifat umum tentang perpajakan Daerah.

Ayat (4) : ' . |
Urituk' kepentingan Daerah, misalnya dalam rangka penyidikan,
penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan
instansi lalnnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib
Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang
dltunjuk oleh Kepala Daerah.

.‘ _ . - 'Dalam surat izin yang diterbitkan Kepala Daerah harus dicantumkan
nama Wajib Pajak, nama plhak yang ditunjuk dan nama pejabat atau
ahh atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan
atau memperlihatkan buktl tertulis dari . -atau tentang Wajib Pajak.
Pembenan izin tersebut dllakukan secara terbatas dalam hal-hal yang
dipandang perlu oleh Kepala Daerah. '

Ayat (5) -

- Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara
pidé_tna atau perdata Yang berhubungan dengan masalah perpajakan
Daérah demi kepentingan peradilan Kepala Daerah memberikan izin
pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan
para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), atas

permlntaan tertulis Hakim ketua sidang.
Ayat (6)




Maksud dari- ayat ini adalah pembatasan dan penegasan, bahwa
keterangan perpajakan. Daerah yang diminta tersebut adalah hanya
mengenal perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau

peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan Daerah dan hanya
terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

Pasal 31
Ayat (1)
Déngan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib
Pajak untﬁk memenuhi kewajibannya.
Yar_lg dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati,
. atau kurang mengindahkan kewagjibannya sehingga perbuatan tersebut
memmbulkan kerugian keuangan Daerah.
. Ayat (2)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang
Q dlla.kukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat daripada
'*'\_ alpa menglngat pentingnya penerimaan pajak bag1 Daerah.
Ayat (3) - '
Cukup jelas
Pasal 32 .
| Cukup jélas
Pasal 33
Cukup jél’as
Pasal 34
Cukup jdlas'
Pasal 35 5

| . Ayat (1)

Penyidik di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di hngkungan Pemerintah Daerah yang
dlangkat oleh pejabat - yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Penyldlkan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi dilaksanakan menurut ketentuan yang
dlatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 36

Cukup jelas

- Cukup jefas
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